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- SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

_JALAN DR, SAM RATULANGI NO 101 TELP {0451) 421411 - 421412 453760
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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
' NOMOR 22 TAHUN 2010

o 'TENTANG : :
| URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PADA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN
~ PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAERAH o
L PROVINSI SULAWESI TENGAH e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

“Menimbang o a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah ‘
. SR "Provinsi ‘Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang . -
Organisasi dan- Tata - Kerja Lembaga Lain Bagian dari -

.- Perangkat- Daerah Provinsi- Sulawesi: Tengah, Kelompok ..
Jabatan Fungsional rn'empunya:' tugas melaksanakan
‘sebagian tugas dan fungsi orgamsaSI sesual dengan bldang'
keahllannya N

b. bahwa Penyuiuh Pertaman, Penyu!uh Perikanan dan
Penyuluh Kehutanan sebagai kelompok jabatan fungsional
penyuluh' pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provinsi

_‘Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya .

e sebagai pelaksana penyufuhan perlu ‘pengaturan mengenal.
“-uralan tugas dan fungsinya serta pembiayaan agar tercapal'
o kepastran hukum dalam pe!aksanaannya .

C. 'bahwa berdasarkan perttmbangan sebagalmana dlmaksud

" dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

- Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kelompok -Jabatan Fungsional Penyuluh Pada Sekretariat
Badan - Koordinasi Penyuluhan  Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesl Tengah;
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- Mengingat -

HE

Undang-Undang ‘Nomor . 13 'Ta'huh' 1964 tentang
. Penetapan Peraturan. Pemerlntah Pengganti - Undang-.

Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

_Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat T -
Sulawesi Tenggara dengan ‘mengubah Undang-Undang
* Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah -

Tingkat I Sulawest Utara — Tengah dan Daerah Tingkat I -
Sulawesi Selatan — Tenggara- (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang

. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor

94, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm
Nomor 2687), : . _

'Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
.. Pokok = Kepegawaian . (Lembaran .Negara- . Republik -
" Indonesla Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana -

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor -8 Tahun -

1974 tentang : Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran-
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

;Tambahan Lembaran ‘Negara Republlk IndoneSIa Nomor_ :

3890);-

:Undahg-'undang: ,_':Nor'ndr 32 -'_‘Téh'u:n ) éoﬁ4' tentang -

Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004. Nomor 125, Tambahan Lembaran.

' -Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ‘sebagaimana
-telah diubah terakhir dengan Undang tindang Nomor 12

Tahun' 2008 tentang Perubahan -Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang: Pemerintahan
Daerah - (Lembaran. Negara Repubiik Indonesia Tahun

- - 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk"_

: Indonesna Nomor 4844), :

Undang—Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Slstem
Penyuluhan Pertaman, Perlkanan - dan = Kehutanan -

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
.92, Tambahan Lembaran Negara Repubi:k Indone51a _
' Nornor 4660), w Cn :
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Peraturan Pemerintah Nombr_ 16 Tahun 1994 tentang |
‘Pengangkatan Pegawaz Negeri Sipil ‘dalam Jabatan: -

Fungsional - (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
: Republ:k Indonesna Nomor 3547); _

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara'
Nomor . 130/KEP/M.PAN/12/2002 . tentang Jabatan

‘ F_un'gsion_a_l Penyuluh Kehutanan dan Angka Kred:tnya, o

'P'erétUran ‘ 'Menféi's Negara Pendayagunaan Aparatur

- Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabata_n

10,

1L

.Fungsiona[ Penyuluh Pertanlan dan Angka Kredltnya,

'Peraturan Menten Negara Pendayagunaan Aparatur"

Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan
Fungs:onal Penyuluh Perlkanan dan Angka Kredltnya, : :

-Peraturan Daerah Prov]nsl Sulaw351 Tengah Nomor 02 -
Tahun 2008 tentang - Urusan Pemerintahan Daerah: -

Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi. Suiawe51 Tengah-
Tahun 2008 Nomor 2), ;

Peraturan Daer__ah Provinsl Sulawesi Tengah Nomor- 03
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah - (Lembaran  Daerah Provrns: Suiawesn Tengah B

Tahun 2009 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Sulawes: Tengah Nomor 75 Tahun L

2009 tentang Uraian - Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

.Sekretariat * Badan - Koordinasi Penyuluhan Pertanian, -

Perikanan - dan Kehutanan Provinsi  Daerah  Provinsi
Sulawest Tengah : T
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MEM UTUSKAN

Menetapkan = 'PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS FUNGSI

- DAN  TATA 'KERJA -KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
, _PENYULUH PADA SEKRET ARIAT BADAN KOORDINASI
* PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

' DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH B

R BABI c
KEI'ENTUAN UMUM

Pasal 1

o : Da[am Peraturan- Gubernur ini, yang dimaksud dehgan
B

Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. ,
Pemerintah’ Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur :

-penyelenggara pemefintahan daerah. -
~ Badan Koordinasi Penyujuhan Pertaman Perlkanan dan Kehutanan, seian]utnya :
' dlsmgkat BAKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyufuhan Pertanian, Penkanan'_

" .dan Kehutanan Daerah Provinsi Sulawes] Tengah.

 Sekretarlat Badan Koordinasi Periyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,' .

se]anjutnya disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat ‘Badan Koordinasi
Penyuiuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah Provm5| Sufawesn,
Tengah. -

‘Kepala Badan Koordmasn Penyuiuhan Pertan:an Per;kanan dan Kehutahan,

se!anJutnya disebut . Kepala BAKORLUH adalah. Kepala Badan Koordlnasl
Penyuluhan Pertanian, Perrkanan dan Kehutanan Daerah Provmsn Sulawe5|
Tengah.

Sekretaris Badan Koordmasr Penyuluhan Pertanian, Penkanan dan Kehutanan B
selan}utnya disebut Sekretaris BAKORLUH adalah Sekretaris Badan Koorc!masn
- Penyuluhan Pertan!an, Penkanan dan Kehutanan Daerah PI'OVInSl Sufawe5|
- Tengah. o
‘Kelompok Jabatan Fungsmnal Penyufuh adalah Kefompok Jabatan Fungswnal
Penyulith Pertanian,- Penyuluh Perikanan * dan Penyuluh ‘Kehutanan pada - .
.Sekretariat Badan' Koordinasi Penyulyhan Pertaman Perikanan dan- Kehutanan
~ Daerah Provmsn Sulawesi Tengah, .

Penyuluh Pertaman adalah Jabatan -Fungsmal yang - memiliki- ruang Imgkup.
tugas, tanggung Jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang didudukl oleh



Pegawal Negeri S|p|| yang dlben hak serta kewajlban secara penuh oleh peJabat
‘yang berwenang. ' :
9. Penyuiuh Perikanan  adalah Jabatan yang mempunyal ruang Iingkup tugas, )
' tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Slpil dengan hak’ dan kewajiban secara penuh yang dlber!kan
oleh pejabat yang berwenang. ,
- 10. Penyufuh Kehutanan adalah Pegawai Negen Sipli yang diben tugas, tanggung_
jawab, wewenang dan hak secara. penuh oleh pejabat yang berwenang pada
satuan organlsa51 I;ngkup kehutanan untuk me!akukan penyuluhan kehutanan

S BAB nm . ‘
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
_ JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH

- o Pasal 2 :
'(1) Kefompok Jabatan Fungsional Penyuluh merupakan bagtan susunan organisasn

Sekretariat BAKORLUH yang berkedudukan dtbawah dan bertanggung Jawab -

kepada Sekretans BAKORLUH

(2) Kelompok Jabatan Fungsmna! Penyuluh sebagaumana d:maksud pada ayat (1)
" terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan pangkat
Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perlkanan dan Penyuluh Kehutanan sesuai dengan
bidang keahliannya dan Jumlahnya d:sesuaikan dengan kebutuhan dan beban
kerja.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh dtp|mp|n aleh seorang koordinator dan
‘ penyuiuh senior yang diangkat dan dlberhenﬂkan oleh Gubernur- atas usull
~ Sekretaris BAKORLUH.
(4) wilayah kerja Kelompok Jabatan Fungsuonal Penyuiuh meluputt wilayah
admmlstratif daerah Provmsn Sulawesa Tengah _

Pasa[3
Tugas ‘pokok dan fun95| Kelompok Jabatan Fungsional Penyuiuh rnerupakan
fasilitator, mediator, dinamisator dalam menyelenggarakan keglatan penyuluhan ‘
sebagai tugas pokoknya pada : :
a. Sekretariat BAKORLUH. o - -
b. Dinas dan Badan ngkup Pertanjan, Perikanan dan Kehutanan pada Satuan Ker]a_

- Perangkat Daerah Prown51 Sulawesl Tengah

o - Pasai 4 :
Untuk meiaksanakan tugas dan fungsmya, Keiompok Jabatan Fungsnonal Penyuluh ,
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dllengkapz dengan sarana dan prasarana, dukungan pemblayaan oleh pemermtah'
. dan/atau pemerintah daerah untuk pengawalan dan pendampingan program Dinas

~ dan Badan imgkup pertaman, pertkanan dan kehutanan di wulayah Provmsi Su!awesi _
- Tengah ' S : :

: : ‘ ' Pasal 5 o

(1) Kelompok Jabatan Fungsfonai Penyuluh ‘melaksanakan tugas pokoknya untuk '
menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

(2) Tugas pokok Penyuluh Pertaman sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), meliputl.'

S a melakukan keglatan perslapan penyuiuhan pertanian,
b. pelaksanaan penyuluhan pertanfan, '
C. evaluasi dan pelaporan; dan :
. d. pengembangan penyuluhan pertanian ; R
(3) Tugas pokek Penyuluh Kehutanan sebagaumana dlmaksud pada ayat(l),
8 mefiputl o . :
a. menysapkan keglatan penyuluhan kehutanan
b. mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan, -
G memantau dan mengevaluasi kegiatan penyulfuhan kehutanan, dan
d. melaporkan keglatan penyuluhan kehutanan, _
4 Tugas pokok Penyuluh Perikanan sebagaimana d!maksud pada ayat (1), -
rneliputi : S
& menyiapkan keglatan penyuluhan per!kanan, oL
b. mengembangkan kegiatan penyuluhan perikanan; - :
c. memantau dan mengevaluasi kegiatan penyufuhan perikanarn;- dan
d melaporkan kegtatan penyuluhan kehutanan :

BABIH

'UNSUR DAN SUB UNSUR
KEGIATAN TUGAS POKOK

Co Pasal 6
(1) Keglatan persnapan penyuluhan pertaman, melaputs
a, identifikasi potensi wilayah; . _
b. memandu penyusunan rencana usaha petanl (RUK RKK, RDK, RKPD/PPP),
c. menyusun programa penyufuhan pertaman, perikanan dan kehutanan secara
Tm, dan _ L S _
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d. menyusun rencana kerja tahunan penyuiuh pertanian'.'

(2) Pelaksanaan penyuluhan pertaman mehputl

" a. menyusun materi penyuluhan,

b. melakukan perencanaan penetapan metode penyuluhan pertanlan dan’
¢. menumbuhkan/mengembangkan kelembagaan pelaku utama/petam, -

(3) Evaluasi dan pelaporan, meliputi : '
.-a. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian; dan
b. evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertaman;

(4) Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi :
a. menyusun pedoman/]uklakljuknls penyuiuhan pertanlan, _ :
-b. melakukan kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertaman, dan '
c. melakukan pengembangan metode/system kerja penyuluhan pertantan, .

(3 Pengembangan profesi, mehputl :
a. membuat karya tufis timiah di bldang pertanlan, _ v
b menerjemahkan/penyaduran bukl dan bahan- bahan lain d1 bldang pertanlan

dan’ .
c. membenkan konsuftasi di bidang pertaman yang bersifat konsep kepada
institusi dan/atau perorangan

(6) Penunjang tugas Penyuluh Pertanran Perikanan dan Kehutanan, mellputl

- a. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;-
b. keanggotaan dalam tim penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanlan,

. keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di btdang pertanian;

. perolehan penghargaan ftanda jasa; :

. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan, '

keanggotaan dalam organisasi profesi; dan :

. perolehan gelar kesar]anaan Ialnnya

0 Hho o6

' s . Pasal 7 - :
(1 Keg;atan perSIapan penyuluhan Kehutanan meliputi &
" a. identifikasi potensn WIIayah dan agroekosstem serl:a kebutuhan teknelogl
kehutanan, o .
- b. menyusun program penyuluhan kehutanan -

c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan, dan ,

d. menyusun rencana kerja penyuluhan kehutanan. : '
(2) Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, mehputi_ _

a. menyusun materi penyuluhan kehutanan;

b. menetapkan metode penyuluhan kehutanan; dan
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C. mengembangkan swadaya dan swakarsa kelompok kehutanan

_ (3) Pemantauan, evaluas: dan pelaporan pelaksanaan penyu!uhan kehutana'n, o

“meliputi :- _
a. memantau pe|aksanaan penyuluhan kehutanan, _
- b. mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan, S
- ¢. evaluast pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan
d. evatuasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertaman per:kanan dan
kehutanan, .

| '(4) Pengembangan penyuluhan - kehutanan meliputi ¢

a pengembangan aspek kelembagaan /managemén penyuluhan kehutanan
dan’ :

b. pengembangan aspek teknis , m_etodoiog:_,-maters, sarana dan alat bantu -
- penyuluhan kehutanan.” Tl o

' (©) ‘Pengembangan profes1, mehputl

“a. membuat karya tufts/!okakarya iimiah di bidang penyuluhan kehutanan,
. *'b. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan, o
C merumuskan sistem penyuluhan kehutanan; dan :
d. membuat buku pedoman/peunjuk pelaksanaan/petun;uk teknis di bldang
penyuluhan kehutanan.

. {6) Penunjang penyuluhan kehutanan, meilputl

a. mengajar dan melatih dibidang penyuluhan kehutanan

I b menter]emahkan/menyadur buku dan bahan—bahan lain di bldang penyuluhan

' kehutanan; _
mengikuti semmar/!okarya di btdang penyu!uhan kehutanan,
. menjadi anggota tim penilai jabatan penyu!uh kehutanan,
. memperoleh gelar kesarjanaannya; ‘ _
‘menjadi anggota organisasi profe51 di bldang penyuluhan kehumnan dan
. memperoleh plagam kehormatan, N :

‘-ua..-hmap'

: s Pasal 8
(1) Persaapan penyuluhan penkanan, mellput; ‘
a. ‘membuat karya tulis ilmiah di bidang pertkanan, o
b menerjemahkan/penyaduran buku dan bahan- bahan jain dl b|dang
- perikanan; dan _
¢. memberikan konsultasi di bldang perlkanan yang berSIfat konsep kepada
institusi dan/ atau perorangan;
) Penun]ang tugas Penyuluh Penkanan mellpuu
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@ peran serta dajam _s_eminar]!okakarya/konfgrens_i';"r o
b. keanggotaan dalam tim penifai Jabatan Fungsional Penyuiuhan Perikanan;
<. keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang ‘perikanan;
d. perolehan penghargaan /tanda jasa; oo
e. pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
f. keanggotaan dalam organisasi profesi; dan. .
q. perolehan gelar kesarjanaan lainnya, '
o BABIV L
- PEMBIAYAAN -

(1) Untuk - melaksanakan tugas. dan fungsinya, Kelompok Jabatan - Fungsional -

Penyuiuh- dialokasikan anggaran penyuluhan - sesual - dengan . kemampuan
- - keuangan.. S ' R e : L

2 Anggaranjpe'h'yp_mt;é:n ‘sebagalmana ‘dii’h;aksu_d "pa'da' ayat (1) bérsu'r,r'{:bér'.r'.dari‘ o

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinst Sulawesi__Tengah'.__ R R R

ST Pasal 10 - _ )
(1) Pembiayaan penyelenggaraan peryuluhan meliputi: ..
- & biaya operasional kelembagaan penyuluhan; -
b. biaya operasional penyuluh PNS; o R E .
<. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan - o
d. biaya tunjangan profesi . bagl penyuluh yang -telah memenuhi " syarat
~ kompetensi. dan melakukan penyuluhan, - LT -
(2) Penggunaan biaya penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-un_danga_n.

BABY © oo
TATAKERIA '~ - -

- e -Pasai'ii"'._', B R
Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya : -
wajib menerapkan- prinsip _koorclinasi,.integra_si,_ sinkronisasi dan simplikasi ‘batk
dalam lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh maupun antar organisasi

Sekretariat BAI_(OR_L‘UH.-'l :
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. BABVI . _
- KETENTUAN PENUTUP

: : = pasal 12 o
* Peraturan Gubernur ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan.

,Agar Setiap' orang me,nge_tahuin'ya, memerintahkan pengundangan Per_afuran
~ Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

-~ Ditetapkan di Palu
. pada 5:amgga!_

© GUBERNUR SULAWESL TENGAH,

B, PALIUDIU
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